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DANGAN RAHMAT ALLAH SWI
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Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya

guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan ,

maka dalam rangka pelaksanaan.pasal 29 sampai dengan pasal 31

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, perlu menerbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten tentang Susunan Organisasi

Pemerintahan Kampung;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan

suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentaflg Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3339 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dblam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
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Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
. 
dalam pe{'ran 

-rm menjadi pedoman bagipemerintahan kampung dalam menyusun organisasi penierinahan Kampung.

pasal l0
Dengan berlakunya Perafuran Daerah rni,r:** pe-raturan yang mengatur mengenai Susunan
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Pasal 1l

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pu:r4 ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan keputsan Bupati nr.n iingr.il:*'*- 
ursrrBsrr'r pe

pasal 12 a itr '
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang danaf 

Senrytahuinya , memerintahkin pengundangan peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam 
-I-embaran 

Daerah Kabupaten Aceh Singkil .
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPI]NG

A. PENJELASAN TIMUM
Salah satu kunci sukses Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah terbentuknya

susunan organisasi Pemerintah Kampung yang tangguh dalam arti seluruh jabatan yang ada

dalam formasi organisasi dapat terisi dengan personil yang dapat dihandalkan sesuai

kebutuhan yang diinginkan oleh Pemerintahan kampung.

Dalam Peraturan Daerah ini , dapat mengakomodasikan kehendak Pemerintahan kampung,

untuk itu perlu Pemerintahan kampung diberi peluang untuk memilih formasi jabatan yang

dii-tginkan, sehingga Susunan Organisasi Pemerintah kampung dapat berjalan sebagaimana

yaag dikehendaki, berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya . Oleh karena itu

sesuai dengaq kehendak pasal 29 s/d 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun

t999 dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Susunan Organisasi

Pemerintahan Desa./Kampung .

B. PASAL demi FASAL

1 S/D l3,cukupjelas.


